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Abstract 

 

Saat ini BUMN yang ada di Indonesia berjumlah sekitar 140 BUMN. 

Dari jumlah BUMN yang ada tidak semua BUMN menghasilkan keuntungan 

yang signifikan dengan modal. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian BUMN 

selaku wakil dari pemerintah yang mengurusi dan mengatur tentang keberadaan 

BUMN mengeluarkan sebuah kebijakan rightsizing. Kebijakan rightsizing 

adalah kebijakan yang dibuat untuk membuat BUMN memiliki ukuran yang 

tepat. Maka penulisan ini merumuskan masalah pertama bagaimana program 

rightsizing ini dijalankan oleh kementerian BUMN dan kedua apakah 

pengaturan yang ada telah memenuhi kebutuhan bagi pelaksanaan program 

rightsizing. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan program rightsizing yang dilakukan oleh Kementrian Negara Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) dan pengaturan tentang program Rightsizing telah 

memenuhi kebutuhan untuk pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian 

yang dilakukan adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah 

metode penelitian yang meletakkan norma hukum sebagai dasar dari penulisan 

dengan alur berpikir deduktif. Hasil peneltian yang dicapai adalah bahwa 

maksud ini tujuan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governnace) sejalan dengan tujuan dari rightsizing BUMN yaitu menambah 

nilai perusahaan serta mengoptimalkan perusahaan untuk menjadikan BUMN 

sebagai perusahaan kelas dunia. Program rightsizing BUMN memiliki kendala 

diantaranya beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sinkron baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan BUMN dan 

kebijakan sektoral yang mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan 

prinsip acountability dan indepency. Belum adanya visi yang sama antar 

instansi/lembaga yang terkait mengenai program restrukturisasi BUMN 

mengindikasikan kurang maksimalnya penerapan prinsip acountability dan 

indepency. Prinsip transparasi yang telah dilaksanakan dengan baik terwujud 

ketika program rightsizing BUMN tidak hanya berada di bawah kendali 

Kementerian BUMN tetapi juga melibatkan instansi Pemerintah 

(Kementerian/Lembaga) lain. 

 

 

Kata Kunci : Good Corporate Governance. Rightsizing, BUMN 

 

  



 

 

Abstract 

 

 

Currently state-owned enterprises in Indonesia numbered about 140 SOEs. 

Of the number of state that there is not all SOEs generate significant profit with 

capital. In line with the Ministry of Enterprise, as the representative of the 

government in charge and set about the existence of SOE issued a policy of 

rightsizing. Rightsizing policy is a policy that is made to make the SOEs have 

the right size. Thus this paper first formulates the problem of how rightsizing 

program is run by the ministry of state enterprises and secondly whether the 

existing arrangements have met the requirements for the implementation of the 

rightsizing program. As for the purpose of this study is to investigate the 

implementation of the rightsizing program conducted by the Ministry of State 

Owned Enterprises (SOEs) and the regulation of rightsizing program has met the 

requirements for the implementation of the program. The research method is a 

normative study. Normative research method is a method of research that lays 

the rule of law as the basis of writing with deductive reasoning. The results of a 

study that reached this goal is that the purpose of corporate governance 

principles of good (Good Corporate Governnace) in line with the objective of 

rightsizing state-owned enterprises add value and optimize the company to make 

state enterprises as a world-class company. SOE rightsizing program has some 

problems such laws are not in sync either directly or indirectly related to the SOE 

and sectoral policies that indicate the application of the principle of maximal 

acountability and indepency. The absence of a common vision among agencies 

/ institutions related to the SOE restructuring program indicates maximal 

application of principles and indepency acountability. The principle of 

transparency that has been executed well manifested when rightsizing program 

not only SOEs are under the control of the Ministry of SOEs but also involve 

government agencies (Ministry / Agency) other. 

 

 

Keywords: Good Corporate Governance. Rightsizing, State Own 
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